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PUTUSAN
Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.Prg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati Binti Dg. Lolo, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Juli 1960,
agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian jadi,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Di Btn Pepabri P8-19, Rt.001, Rw.004,
Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Abdul Hadi Bin H. Ismail, tempat dan tanggal lahir Kariango, 20 Juni 1976,
agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Andi
Pawelloi, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2019
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 28
Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2011, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,
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sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-02/KUA.21.16.02/
PW.00/01/2018, tertanggal 16 Januari 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman
Penggugat di BTN Pepabri P8-19, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Penrang,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 7
tahun 11 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak
dikaruniai anak.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah
tangga, tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena:

. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan malas bekerja.
. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama
Mimang.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
awal bulan Maret 2019, karena Tergugat mengambil uang Penggugat tanpa
sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup
bersama Tergugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai
suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
awal bulan Maret 2019 dan sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah
merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit
untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk

mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
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PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Abdul Hadi bin H. Ismail
terhadap Penggugat Nurhayati binti Dg. Lolo.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDER
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah menasehati Penggugat
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap

pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : B-02/KUA.21.16.02/PW.00/01/2018, tertanggal 16 Januari 2018. yang
diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah diberi materai yang cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah
mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan

secara terpisah, yaitu:
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1. Novi binti Kusno, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara

lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat
adalah tetangga saksi;

-bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah
hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

-bahwa setahu Saksi sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan
Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

-bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

-Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan
karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada
Penggugat;

-Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah
dengan perempuan selingkuhannya;

-Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan
pada bulan Maret 2019 Tergugat mengambil uang Penggugat;

-Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat

telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

2. Sukarni binti Muhammad di bawah sumpah telah memberikan keterangan
secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat
adalah kakak ipar saksi;
-bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah
hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
-bahwa setahu Saksi sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan
Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
-bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
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-Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan
karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada
Penggugat;

-Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
disebabkan Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya;

-Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya

dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor : B-02/KUA.21.16.02/PW.00/01/2018, tertanggal 16
Januari 2018. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (legal
standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 25 Maret 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan
demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka
keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada
pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat,
dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
pertengkaran sejak Januari 2018 disebabkan karena Tergugat selingkuh
dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Puncak
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019
disebabkan Tergugat mengambil uang Penggugat dan sejak saat itu antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan
perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang
menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan
pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar
keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan
pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah
pihak, yakni saksi pertama Novi binti Kusno yang merupakan tetangga
Penggugat dan saksi kedua Sukarni binti Muhammad yang merupakan adik
ipar Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-
saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah hidup
rukun namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar
disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan
telah menikah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena
Tergugat telah mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan
Penggugat;
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- Bahwa Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat
tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat telah menikah dengan

wanita lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.
Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami
isteri  kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak saling
memperdulikan satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa
ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau
bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan
kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak
dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3
Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
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sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara
suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil
syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis
sebagai berikut:
1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405:

d

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk
orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

il iolall ade 3l lgzo i) a2 &t pas anil Ol

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu
dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan
Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka

gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat
perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang
sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam
titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdul Hadi bin H.
Ismail) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Dg. Lolo);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah)..

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis

tanggal 09 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440
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Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin
M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H. Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 210.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp  6.000,00

Jumlah Rp 306.000,00

(‘tiga ratus enam ribu rupiah )
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